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KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BUPATI HALMAHERA BARAT

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara
demokratis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 7 Desa di
Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan
dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 7 ( Tujuh ) Desa di
Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang

Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
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Surat Camat Loloda Nomor : 141/152/2022 tanggal 12 April 2022
Perihal Usulan Penetapan SK BPD Terpilih Periode 2022-2028.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
terpilih pada 7 ( Tujuh ) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera
Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini;

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam)
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan
berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya;

Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum
yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada
Bangsa dan Negara selama 1ni;

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya,
ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap
berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan
atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;

Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat
Nomor 115 A/KPTS/I1I/2016 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal © 30 Mg 2022

Pejabat

Paraf BUPATI HALMAHERA BARAT

Sekretaris Daerah

Ass. Bid Pem & Kesra

Kepala DPMPD

Kabag Hukum & Org W JAMES UANG
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Tembusan : disampaikan kepada;,
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Loloda di Kedi
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 100 /KPTS/ V/TAHUN 2022
TANGGAL 30 Mey TAHUN 2022
DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) PADA 7 ( TUJUH ) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT.
NO NAMA DESA NAMA ANGGOTA YANG NAMA ANGGOTA YANG JABATAN
BERAKHIR MASA TUGAS DIANGKAT
1 2 3 4 5
1. HENDRIKUS LOCE 1. SOLFIANA PONTHO ANGGOTA
1. | DESA KEDI 2. SEMI KAYELI 2. MEFAL KUNDIMAN ANGGOTA
3. DEREK LABOBAR 3. APELES KAIYELY ANGGOTA
4. BEN ON LOLORIE 4. YAN LOLORIE ANGGOTA
5. ALPONTUS KAYELI 5. KRISTOMI LAKORE ANGGOTA
1. JUMRATI WAERI 1. KARFAN WAERI ANGGOTA
2. | DESA SOA SIO 2. FERI LOLORIE 2. ERNI PALANGI ANGGOTA
3. FELEX SAUW 3. MELKIAS LEGU ANGGOTA
4. HAMSI DUMADE 4. MARTINA LAIKE ANGGOTA
5. HAIRUN USMAN 5. HAERUN USMAN ANGGOTA
1. MARTEN TUDE 1. EDWIN MAKAUDIS ANGGOTA
3. | DESA BUO 2. SIMON BABUA 2. NIKOLAUS TUDE ANGGOTA
3. NIMROT LODE 3. HILTA BAHAGIA ANGGOTA
4. REMIS DERO 4. MATIAS PURA ANGGOTA
5. MELISA LAIKE 5. SEMUEL MURARI ANGGOTA
1. YERMIAS KATALAHA 1. MENUS BUDO ANGGOTA
4. | DESA BAKUN 2. DAUD MOMAMI 2. DERJON PURA ANGGOTA
3. AL:CI SIOM 3. ALCI SION ANGGOTA
4. ANTON LALOMO 4. NATANEL LALOMO ANGGOTA
5. MIKHA WOWE 5. HELMI KOTALAHA ANGGOTA
1. AMASIA SISOBO 1. YAMES D PATTY ANGGOTA
5. | DESA LABA BESAR 2. ALBERT RIBUTU 2. JUAN DJAHANI ANGGOTA
3. MELIANUS PATTY 3. ROLANS DJAHANI ANGGOTA
4. WILLEM PATTY 4. DERSALONI DAKO ANGGOTA
5. ENA LELA 5. RINTO MEMEKANA ANGGOTA
1. MUHRIN MONDON 1. SAHRUN SABTU ANGGOTA
6 | DESA TOLOFUO 2. M. NUR SYABAN 2. NURASNI HADADI ANGGOTA
3. ASNI HADADI 3. RUSDI JUMATI ANGGOTA
4. RAMLI HASAN 4. ABSIRAN ARSAD ANGGOTA
5. RISWAN MOMOLE 5. SUBAHAN JAMAL ANGGOTA
1. SALMON NYONG 1. SISKA KORLINA EKO ANGGOTA
7. | DESA TOTALA 2. YOPI PALANGI 2. NONI GOROROS ANGGOTA
3. FERI NYONG 3. APRIS MUDJA ANGGOTA
4. MARDIANA NYONG 4. YOPI PALANGI ANGGOTA
5. YONAS NYONG 5. YUNIKE MUDJA ANGGOTA
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